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ABSTRAK

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah
negara hukum (rechtstaat). Adanya Mahkamah Konstitusi memberi harapan baru
bagi pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami Kkrisis
kepercayaan kepada intitusi pengadilan. Akan tetapi, kekuasaan tersebut bukanlah
tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali
dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terbukti dengan tertangkapnya Hakim
Konstitusi Akil Mochtar atas tindak pidana pencucian uang kasus sengketa
pilkada. Kemudian terbitlah Perppu MK guna mengembalikan kepercayaan publik
terhadap MK.

Perppu ini kemudian di uji oleh MK dan lahirlah Putusan MK No. 1-
2/PUU-XI1/2014 perihal Pengujian Undang Undang No. 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK
menjadi Undang-undang. Salah satu norma hukum yang dipersoalkan adalah
Pasal 15 ayat (2) huruf i yang memberi tenggang waktu selama 7 tahun tidak
menjadi anggota partai politik sebelum dicalonkan sebagai hakim konstitusi.
Menurut Mahkamah pasal tersebut dicantumkan berdasarkan stigma yang timbul
dalam masyarakat. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional
seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin
oleh UUD 1945 sehingga dibatalkan.

Skripsi ini mengkaji penghapusan Pasal 15 Ayat (2) huruf i dalam
pandangan maslahah mursalah. Melalui maslahah mursalah apakah penghapusan
pasal tersebut merupakan hal yang tepat, sebab hal ini berkaitan dengan syarat
Hakim Konstitusi yang nantinya akan mengawal Mahkamah Konstitusi sebagai
salah satu lembaga yang posisinya sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulan dengan teknik
studi pustaka (/ibrary research) yang diperoleh dari berbagai sumber dan
literature di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XI1/2014,
buku, karya ilmiah, berita online, naskah dokumen dan lain sebagainya yang
beraitan dengan hakim mahkamah konstitusi. Kemudian penelitian ini dianalisis
dengan teknik deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan, mengklarifikasikan dan
menganalisis permasalahan yang diteliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
terkait seleksi hakim konstitusi. Setelah semua data terkumpul peneliti
menganalisis permasalahan dalam pandangan maslahah mursalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan Pasal 15 ayat (2)
huruf 1 yang diputuskan oleh Mahkamah tidak membawa kemaslahatan umat.
Dalam pandangan maslahah mursalah, suatu hukum akan menjadi baru menurut
barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan
lingkungan. Oleh karena itu dalam syari’at dibuka peluang untuk berijtihad demi
menemukan solusi ketika terdapat masalah. Penambahan ketentuan a quo
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merupakan bentuk ijtthad hukum yang ditempuh dengan maksud untuk
menghilangkan kemafsadatan. Adanya tenggang waktu agar calon hakim terbebas
dari partai politik adalah untuk menjaga independensi hakim konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Seleksi Hakim Konstitusi, Maslahah mursalah
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MOTTO

When life gives you lemons, make orange juice and leave the world

wondering how you did it.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan
J Alif tidak dilambangkan
o Ba’ b Be
< Ta’ t Te
& sa’ S s (dengan titik di atas)
d Jim ] Je
d H& h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh ka dan ha
> Dal d De
3 Zal 7 z (dengan titik di atas)
D Ra’ r Er
) 7a’ Z Zet
s Sin S Es
53 Syin sy es dan ye
B Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
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‘Aln

Gam

Fa’

Mim

Nin

Wawu

Ha’

Hamzah

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas
Ge
Ef
Qi
Ka

3

el

[3

em
‘en
W
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

RATES)

CRRL XV

ditulis

Muta addidah

s3c

ditulis

‘iddah




C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan /4, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
‘\-ASA ditulis hikmah
Ll ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbiitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan %

;L;sz\j\ il < ditulis karamah al-auliya’

3. Bila fa’ Marbitah hidup dengan hdrakat fathdh, kasrah dan ddmmah

ditulis ¢

)L@i‘ i&") ditulis zakat al—ﬁtr

D. Vokal Pendek

= Jathah difulis ¢
_ Kasrah digylis !
B dammal ditulis v
E. Vokal Panjang
. [gthfzh+all)’ ditulis L .4
s ditulis Jahiliyyah
5 fg{téah—Fya’mati ditulis A _
i ditulis tansa
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Kasrah+ya’ Mati ditulis !
3 |ag ditulis karim
damn}ah+wawu mati ditulis u
4 | sase ditulis Jurid
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati ditulis ai
1| & ditulis bainalaurg
fa{hah+wawu mati ditulis Au
2 | os ditulis qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (*)

]| ditulis ¥
2 | ke i Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

Al Ditulis al-Qur an

ol Ditulis al-Qiyas

=

Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf/ (el)-nya.
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sl Ditulis as-Sama’

el Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
sl (550 ditulis Copia i
A2 Gl difulis DU

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri gagasan negara hukum adalah menempatkan konstitusi
sebagai hukum tertinggi. Oleh karenanya pembentukan Mahkamah Kosntitusi
(MK) yang independen merupakan wujud implementasi dari gagasan negara
hukum tersebut. Keberadaan MK diidealkan sebgai lembaga pengawal konstitusi
(the guardian of the constitution) dan penafsir konstitusi (the interpreter of the
constitution).! Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga
terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi
terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan
oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.?

Mahkamah Konstitusi hadir melalui perubahan ketiga Undang-Undang
Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun
2011. Eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui
diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagai dasar pijak Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan

pengujian konstusionalitas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

! Soimin, S.H., M.Hum & Mashuriyanto, S.IP, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, (UIl Press: Yogyakarta 2013), hlm. 51.

2 Bambang Sutiyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Desember 2010, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 2.



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan
Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa “MK berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD”, atau yang disebut dengan Judicial
review. Judicial review oleh MK adalah sebagai kontrol antar lembaga-lembaga
negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis

Adanya Mahkamah Konstitusi memberi harapan baru bagi pencari
keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada
intitusi pengadilan. Peran Mahkamah Konstitusi lainnya adalah mendorong
mekanismie checks and balances dalam penyelenggaraan negara, menjaga
konstitusionalitas serta mewujudkan negara hukuk kesejahteraan Indonesia.

Dalam perkembangannya, kinerja Mahkamah Konstitusi, banyak
mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk kalangan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Sorotan tajam DPR terhadap kinerja Mahkamah
Konstitusi  bermuara dan = mengkristal pada lahirnya Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan tombak awal dibentuknya MK.> Tak
berhenti disitu, pada 17 Oktober 2013, UU No 24 Tahun 2003 mengalami
perubahan kedua yang dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang No 1 Tahun 2013.

3 http://bungakeadilan.blogspot.com/2012/06/sejarah-lahirnya-undang-undang-nomor-
8.html diakses pada tanggal 20 Mei 2019.




Perppu MK ini dikeluarkan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk
mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK akibat adanya kemerosotan
integritas dan kepribadian salah satu hakim konstitusi yang menjabat sebagai
ketua MK terjaring “operasi tangkap tangan” oleh KPK karena menerima suap
dari pihak yang sedang berperkara di MK. Kasus tersebut menimbulkan
“kegaduhan politik”, hingga menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik
terhadap Mahkamah Konstitusi, serta menghancurkan kredibilitas dan legitimasi
putusan-putusan yang telah dikeluarkan MK selama ini.* Bisa dikatakan bahwa
lahirnya perppu ini menjadi penyelamat MK.

Perppu ini kemudian di uji oleh MK dan lahirlah Putusan MK No. 1-
2/PUU-XI1/2014 perihal Pengujian Undang Undang No. 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK
menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua No.
4/2014). Salah satu norma hukum yang dipersoalkan dalam UU MK Perubahan
Kedua No. 4/ 2014 adalah Pasal 15 ayat (2) huruf i yang mengatur bahwa Hakim
konstitusi harus memenuhi syarat “tidak menjadi anggota partai politik dalam
jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon
hakim konstitusi. Pasal 15 ayat (2) huruf i dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam pasal tersebut secara jelas

tidak tercantum larangan bagi politisi untuk menjadi hakim MK, tetapi

4 Ni’matul Huda, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, hlm.558-559.



memberikan tenggang waktu bagi hakim MK yang berasal dari politisi untuk
bebas dari kepentingan partai politik. Sebab larangan bagi hakim MK adalah
merangkap menjadi’: (a) pejabat negara lainnya; (b) anggota partai politik; (c)
pengusaha; (d) advokat; atau (e) pegawai negeri.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin
dikaji dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaiamana efektivitas sistem seleksi hakim konstitusi?
2. Bagaimana maslahah mursalah memandang putusan MK No. 1-2/PUU-
XI1/2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i?
C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan efektivitas perekrutan/seleksi hakim kontitusi yang terjadi di
Indonesia
2. Menjelaskan pandangan maslahah mursalah terhadap putusan MK No. 1-
2/PUU-X11/2014 perihal Pengujian UndangUndang No. 4 Tahun 2014
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun
2003 tentang MK Pasal 15 Ayat (2) Huruf'i.
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu Hukum

5 Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Tata Negara, serta menambah referensi dalam keilmuan pada
umumnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan bagi pembuat kebijakan
untuk lebih memperhatikan nilai nilai yang menjadi tujuan hukum.

3. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan sudut pandang maslahah
mursalah sehingga memberikan sumbangsih secara khusus dalam
bidang siyasah syar’iyyah.

D. Telaah Pustaka

Demi menjaga keaslian, orisinalitas penelitian, dan menghindari asumsi
plagiasi dalam penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai
literature, terdapat beberapa penelitian yang objek penelitiannya membahas
mengenai hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai
berikut :

Pertama tulisan Abid Musaddad, Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.® Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan
Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK)
bekerja jika terdapat hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat.
Fokus penelitian skiripsi ini pada kedudukan Majelis Kehormatan Hakim

Konstitusi.

¢ Abid Musaddad, “Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”, Skripsi, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.



Kedua, penelitian oleh Raniansyah, Tinjauan Yuridis terhadap Syarat
Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini mengkaji bahwa kata negarawan sebagai
syarat hakim konstitusi dalam UUD NRI 1945 belum mencerminkan perwujudan
fungsi Bahasa hukum (fungsi komunikasi da ragam teknik) yang menimbulkan
ragam penafsiran. Penelitian ini menitik beratkan pada makna syarat negarawan
hakim konstitusi.

Ketiga, tulisan yang ada pada Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 4,
Desember 2015 dengan judul, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam
Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi.® Tulisan ini membahas tentang rekrutmen
yang merupakan forum untuk menggali sifat integritas, kapabilitas, dan
independensi para calon hakim konstitusi. Proses rekrutmen calon hakim
konstitusi untuk memilih system rekrutmen berdasarkan prinsip transparan,
partisipatif, obyektif, dan akuntabel kepada rakyat. Tulisan ini memfokuskan
objek kajiannya pada sistem rekrutmen calon hakim konstitusi yang
mengedepankan proses secara terbuka kepada masyarakat.

Keempat, penelitian oleh Mita Hermawati yang berjudul, “Sistem

Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan

7 Raniansyah, “Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457, Skripsi, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

8 Winda Wijayanti, dkk, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon
Hakim Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 4, Desember 2015.



Akuntabel oleh Presiden”.’ Tulisan ini membahas pengaturan sistem rekrutmen
hakim konstitusi dalam UU MK belum sesuai dengan kehendak UUD 1945 atau
dengan kata lain sistem rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana diamanatkan
dalam UUD 1945 belum diatur secara jelas dan rinci serta komprehensif di dalam
UU MK, terutama dalam seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden.

Kelima, tulisan dengan judul Jurisdictional Expansion, Self-Limitation and
Legal Reasoning in The Indonesian Constitutional Court yang ditulis oleh Simon
Butt.! Pada tulisan ini, penulis menyoroti konsistensi penafsiran Mahkamah
Konstitusi atas suatu isu yang sama namun menjadi persoalan. Titik poin tulisan
ini yaitu bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi membangun legal reasoning
dalam memutuskan suatu persoalan.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Martilah yang berjudul Progresivitas
Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature).'" Tulisan ini
mengkaji beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung positive
legislature. Yang mana hakim MK dalam pengujian UU membuat putusan
positive legislature berdasarkan pertimbangan hukum, filosofis, dan sosiologis

yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak dilihat dari kacamata teks

 Mita Hermawati, “Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif,
Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 2015.

19 Simon Butt, “Jurisdictional Expansion, Self-Limitation and Legal Reasoning in The
Indonesian Constitutional Court” dalam Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani, Masa Depan
Mahkamah Konstitusi RI, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.

' Martilah, “Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap
Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature)”, Jurnal Masalah-
Masalah Hukum (MMH) Jilid 41, No. 2, April, 2012.



undang-undang belaka melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam
kontekstualitasnya.

Ketujuh, tulisan yang ada pada Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1,
November 2012 yang ditulis oleh H. M. Erham Amin dengan judul Putusan
Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum.'? Tulisan ini
membahas beberapa persoalan yang muncul terkait kinerja Mahkamah Konstitusi.
Pertama, ketika suatu undang-undang yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi
dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka landasan hukumnya
dipertanyakan. Kedua, dalam memutus sengketa pilkada, calon yang gagal
mencalonkan diri pada posisi pertama, umumnya lebih suka menggugat hasil
pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Ultra Petita atas berbagai perkara
tercatat sebegai penerapan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Tolib Agus Putra dengan judul
“Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Figh
Siyasah”."> Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengawasan hakim
mahkamah konstitusi pasca putusan MK No.1,2/PUU-XI1/2014, yaitu berlakunya
kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8§ Tahun
2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu
Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap

putusan MK No. 1,2/PUU-XI1/2014 Judicial Review atas UU No. 4 Tahun 2014

12 H. M. Erham Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian
Hukum”, Jurnal Konstitusi,Volume 1, No. 1, November, 2012.

13 Tolib Agus Putra, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dari Perspektif
Figh Siyasah”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.



tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut. Pengawasan hakim
menurut figh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang
berada dalam lingkup kekuasaan lembaga kekuasaan yudikatif, didalamnya
terdapat suatu lembaga yang bernama Qddi Al-qudat. Mekanisme pengawasan
harus dilakukan secara terpadu, dengan pendekatan kelembagaan terutama dalam
hal kontrol eksternal masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan figh siyasah
dalam aspek asas pegawasan.

Kesembilan, skripsi Nafiar Nabtaghil Amin dengan judul “Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak”.'* Penelitian ini
membahas  pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara
penyelenggaran pemilihan umum yaitu putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-
V1/2008 dan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. Mahkamah mengeluarkan
suatu putusan yang berbeda dalam menguji pasal yang sama. Putusan hakim
tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim
konstitusi sehingga muncul inkonsistensi putusan. Dalam siydasyah qadaiyyah hal
ini telah menciderai salah satu prinsip Wilayah Mazalim (Mahkamah Konstitusi)
sebagaimana yang tercermin dari surat Umar Ibn al-Khaththab kepada Abu Musa
al-Ay’ari yang menyebutkan bahwa keputusan hakim bersifat tetap dan menjadi

ketentuan yang harus diikuti.

14 Nafiar Nabtaghil Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu
Serentak”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2020.



10

Kesepuluh, jurnal “Independensi Mahkamah konstitusi” yang ditulis oleh
Ahmad Fadlil Sumadi.'> Secara garis besar, penulisan ini membahas keberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya
ditentukan dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenanganya juga
menggunakan prinsip independensi dan imparsialitas. Mengenai standar penilaian
kualifikasi prinsip independensi, penulis menggunakan Judicial Reform Index
(JRI) sebagai bahan acuan mengukur independensi MK. Dalam laporan-laporan
JRI di berbagai Negara, CEELI mengelompokkan ke-30 indikator independensi
lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam 6 (enam) kelompok, yaitu (i)
Kualitas, Pendidikan dan Keberagaman; (ii) Kewenangan Lembaga Peradilan;
(i) Sumber Pembiayaan atau Anggaran; (iv) Jaminan Keberlangsungan
Organisasi; (v) Akuntabilitas dan Transparansi.

Terdapat banyak karya tulisan yang membahas tema Putusan MK dan
tema Syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Sejauh penelusuran yang telah
dilakukan, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai
pembatalan syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang MK
Perubahan Kedua No. 4 tahun 2014 pasal 15 ayat (2) huruf i dalam pandangan

maslahah mursalah.

5" Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi®, Jurnal Konstitusi,
Volume 8, Nomor 5, Oktober, 2011.
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E. Kerangka Teoritik
1. Pengujian Undang-Undang

Bagir Manan mengatakan bahwa untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi
baik yang termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun undang-undang lainnya,
maka perlu adanya badan serta tata cara untuk mengawasinya agar tidak terjadi
pelanggaran. Disinilah letak urgensi teori pengujian peraturan perundang-
undangan. Menurut literatur tentang teori pengujian perundang-undangan,
setidaknya terdapat tiga kategori besar pengujian yaitu pengujian oleh badan
peradilan (judicial review), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political
review), dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara
(administrative review).'®

Judicial Review adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan
oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga ini memiliki kewenangan yang
diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh
lembaga legislatif. Kewenangan melakukan judicial review juga dipercaya
dilakukan untuk menjalankan fungsi check and balances di antara lembaga
pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk
menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara.'”
Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis judicial review, yaitu; concreate

norm review dan abstact norm review. Concrete norm review berupa; (a)

16 Bagir Manan, “Empat Tulisan” dalam Ni’Matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan
Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press,
2011), hlm. 24

7 Tim Penyusun, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MKRI, 2010) hlm 3.
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pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan-keputusan yang bersifat
administratif (beschikking), seperti dalam PTUN (peradilan tata usaha negara); (b)
pengujian terhadap norma konkrit dalam jenjang peradilan umum, seperti
pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian
putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan
kasasi oleh Mahkamah Agung.'® Jenis judicial review yang kedua adalah abstract
norm review Yyaitu kewenangan pengujian produk perundang-undang yang
menjadi tugas dari MK-RI.

Dalam hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dibagi
atas dua cara, yaitu pengujian formil (formele toetsingretch) dan pengujian
materiil (materiele toetsingretch).”” Sri Soemantri menjelaskan mengenai
perbedaan uji materil dan formil tersebut. Menurut Soemantri hak menguji formil
adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif terjelma melalui
cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan
perundangundangan yang berlaku ataukah tidak.’.

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa
pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian

menilai, apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan

18 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi,
(Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), him. 590.

9 Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia, 2017) hlm. 136.

20 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),
hlm. 5-6.
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dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasan
tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.?!

Oleh karenanya objek judicial review terbagi dua, yaitu pertama, objek
yang berupa isi -bunyi pasal-pasal- dari sebuah peraturan perundang-undangan
(materiel law) dan yang kedua, yaitu objek yang berupa prosedur pembentukan
peraturan perundang-undangan (formal law). Jika sebuah permohonan pengujian
memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek materil maupun objek formil,
maka yang semestinya harus dibuktikan oleh hakim adalah objek formilnya
terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jika objek formilnya
atau prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka otomatis seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan -termasuk objek materil- tersebut dianggap telah
bertentangan.
2. Maslahah

Maslahah adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang
berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahah merupakan
tujuan syara® (maqasid syari‘ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahah di
sini berarti jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan
menolak kemudaratan). Meski demikian, keberadaan maslahah sebagai bagian tak
terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan

perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada

21 Ibid., hlm. 8.
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masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat
ini.??

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahah dengan
kemaslahatan. Kata maslahah, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang
mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan
mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal
tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata
maslahah dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan
dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang
mendapatkan awalan ke dan akhiran an.?

Menurut Louis Ma’luf kata “maslahah” berasal dari akar kata salaha,
vasluhu — salahan — suluhan; artinya sesuatu yang mendorong bagi seseorang
untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.?*
Ahmad Warson Munawir, mengartikan kata maslahah sebagai faedah,

kepentingan, kemanfaatan, kemaslahatan.’> Menurut Al-Khawaizmi dalam Al-

Syaukani, yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum

22 Robitul Firdaus, “Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia,” Jurnal al-
Manahij 5, No. 1, (2011), him. 1.

23 Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah,” Jurnal Profetika
Studi Islam 14, No. 1 (Juni 2013), hlm. 82.

24 Kamus Munjid, Louis Ma’luf, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977) him. 528.

2 Al-Munawwir: Kamus Arab-Inggris-Indonesial, Ahmad Warson Munawwir, (Jakarta:
UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 101.
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Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk
manusia.?®

Ada empat hal yang menjadi tujuan dan mendorong fugaha’ dalam

menggunakan istislah (mencari maslahat), yaitu:

1. Jalb masalih, (menarik maslahat) yaitu perkara-perkara yang di
diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupanmanusia di atas
pondasi yang kokoh.

2. Dar’u mafasid, (menolak mafsadah) yaitu perkara-perkara yang
memudharatkan manusia baik individu maupun kelompok, baik berupa
materi maupun moral.

3. Sad az-Zari'ah, (menutup jalan) yaitu menutup jalan yang dapat
membawa  kepada  menyia-nyiakan  perintah  syari’ah  dan
memenipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syara’
meskipun tanpa disengaja.

4. Tagayar az-Zaman, (perubahan zaman) yaitu kondisi manusia, akhlak-
akhlak, dan tuntutan-tuntutan umum yang berbeda dari masa
sebelumnya.?’

Keempat prinsip tersebutlah yang menjadi urgen untuk digunakan metode

maslahah “dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer, sehingga Islam

26 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhil Ila Tahqiq al-Haqq min 'lim al-Usil, (Beirut, Libanon:
Dar al-Fikr.Tanpa Tahun), him. 242.

27 Mustafa Ahmad al-Zarqa’, Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif
Delapan Madzhab, trans. oleh Ade Dede Rahayu (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 42.
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menjadi rahmatan lil al-‘alamin, mampu menyikapi situasi dan kondisi dalam
keadalan arif bersifat dinamis dan berkeadilan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (/ibrary research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan
yuridis mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai
seleksi hakim konstitusi. Dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, majalah,
naskah, maupun artikel yang terkait.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat  deskriptif-analisis.  Yaitu penulis akan
mengumpulkan data terkait putusan MK tentang seleksi hakim konstitusi.
kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan tersebut
menggunakan teori maslahah mursalah.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan
perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan seleksi calon hakim konstitusi, serta permasalahan
yang timbul dari putusan hakim konstitusi dengan menelaah alasan-alasan hukum
yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara mengenai konsep seleksi
hakim konstitusi.
4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama didalam

penulisan penilitian ini, yakni:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

3) Putusan MK No. [1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian
UndangUndang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan bersumber dari
kepustakaan, dan dari dokumen publikasi yang sudah ada sebelum-sebelum
nya. Seperti:

1) Jurnal

2) Skripsi

3) Majalah

4) Buku

5) Surat kabar dan media informasi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer dengan
menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, beserta peraturan

lainnya yang setingkat atau dibawahnya dan juga sumber lainnya. Yang berkaitan
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dengan seleksi hakim konstitusi serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim
konstitusi. Serta buku-buku yang berkaitan dengan maslahah mursalah dan teori
pengujian undang-undang. Selain data yang bersifat hard file, penulis juga
menggunakan data-data soft file yang bersifat online tanpa mengabaikan
keabsahan data dalam file tersebut. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan
dan memaksimalkan penelitian yang penulis kerjakan.
6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
deskriptif-analisis yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah
dikumpulkan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
kasus. Dimana setelah literature yang relevan dengan kajian objek terkumpul, dan
data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti mulai mengklarifikasi
secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu
disimpulkan akan dijadikan data bersifat khusus.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat difahami
dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga
menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya
secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab dua, menguraikan secara detail tentang landasan teori yang digunakan
sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang
dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan diantaranya adalah
teori pengujian undang-undang, dan maslahah mursalah.

Bab tiga, membahas Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan kedua No. 4 Tahun 2014
berupa uraian menggunakan data-data. Berupa penjabaran pokok isi permohonan
pengujian tentang konsep seleksi hakim konstitusi serta alasan alasan hukum
hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

Bab empat, membahas tentang analisis teori maslahah mursalah tentang
Putusan MK No. 1-2/PUU-XI1/2014, meliputi: Seleksi Hakim Konstitusi dan
Pembatalan UU MK Perubahan Kedua No.4/2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i.

Bab lima, merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri
dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang

telah diuraikan sebelumnya.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan seleksi hakim konstitusi selama ini dinilai tidak memenuhi
prinsip transparansi dan objektifitas dalam seleksi. Karena baik proses seleksi dari
MA, DPR maupun Presiden sama-sama mengesampingkan prinsip partisipasi
masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui pelaksanaan seleksi
calon hakim. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing lembaga
pengaju merupakan implikasi tidak adanya pengaturan yang jelas di UU MK
mengenai pelaksanaan seleksi yang harus dilakukan oleh lembaga pengaju.

Kelemahan yang lainnya yaitu tidak ada ketentuan mengenai kriteria untuk
menjadi panitia seleksi sebagai penguji calon hakim Kkonstitusi, termasuk
ketentuan mengenai keterlibatan partai politik dalam panitia seleksi. Hal tersebut
memungkinkan adanya panitia seleksi yang berasal dari suatu partai politik
tertentu yang akan berakibat terhadap dominasi partai politik dalam seleksi hakim
konstitusi.

Seleksi hakim yang tidak efesien tentu berimbas pada terpilihnya hakim
yang kurang memiliki integritas, kepribadian yang baik, adil dan menguasai
konstitusi. Terbukti dengan tertangkap nya Hakim Konstitusi Akil Mochtar atas
tindak pidana pencucian uang kasus sengketa Pilkada. Yang kemudian mendasari
terbitnya PERPU No 1 Tahun 2013 yang mana dalam pasal 15 Ayat (2) Huruf I
memberi tenggang waktu selama 7 tahun tidak menjadi anggota partai politik

sebelum dicalonkan sebagai hakim konstitusi. Menurut Mahkamah pasal tersebut
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dicantumkan berdasarkan stigma yang timbul dalam masyarakat. Stigmatisasi
seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena
stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin oleh UUD 1945 sehingga dibatalkan.

Dalam maslahah mursalah, suatu hukum akan menjadi baru menurut
barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan
lingkungan. Oleh karena itu dalam syari’at dibuka peluang untuk berijtihad demi
menemukan solusi ketika terdapat masalah. Penambahan ketentuan a quo
merupakan bentuk ijtithad hukum yang ditempuh dengan maksud untuk
menghilangkan kemafsadatan. Adanya tenggang waktu agar calon hakim terbebas
dari partai politik adalah untuk menjaga independensi hakim konstitusi.
B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis menyampaikan saran kepada calon
peneliti bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XI1/2014
Tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan kedua No. 4 Tahun
2014. Calon peneliti dapat mengkaji mengenai Mahkamah Konstitusi menguji
materi undang-undang (UU) yang mengatur mengenai lembaganya sendiri. Sebab,
telah melanggar asas hukum di dalam hukum acara, seseorang tidak dapat menjadi
hakim bagi dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa) disisi lain
hakim konstitusi juga berpegang pada asas ius curia novit yang mana hakim
dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak
memeriksa dan mengadili perkara. Calon peneliti dapat mengkaji hal tersebut

menggunakan konsep Maslahah.
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